
KEMENTERIAN PENIBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPuBL[K [NDONES!A

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR      60  TAHUN  2025
TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DA:IN  UNITED NATIOINS CHHjDREN'S FUND

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :   a.     bahwa     kerja     sama    Kementerian     Pemberdayaan
Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Kemen   PPPA)
dengan  U7tz.€ec8 IVcat®ons Cfro.jczre7t's F"7nd (UNICEF)  untuk
mendukung          program          pemerintah          dalam
pengelolaannya harus dilakukan  secara tertib,  efektif,
efisien,   transparan,   akuntabel,   dan   sesuai   dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

b.     bahwa untuk pengelolaan dan pelaksaanaan program
kerja sama dengan balk, perlu dibentuk tim pengelola
program kerja sama antara kementerian pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan  U7tz.tec8 IVcrfu.o7is
Child,ren' s Fund,

c®     hahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf   a   dan    huruf   b,    perlu
menetapkan     Keputusan     Sekretaris     Kementerian
tentang  Tim  Pengelola  Program  Kerja  Sama  Antara
Keme n te rian       Pe mb erd ayaan       Pere mpu an       d an
Perlindungan Ariak dan  U7iftec8 IVcat.opts Cfu.Zc8re7i's FZAnd;

Mengingat        :    1.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  2011  tentang
Tata   Cara   Pengadaan   Pinjaman   Luar   Negeri   dan
Penerimaan Hibah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tafiun 2011  Nomor 23);

2.     Peraturan  Presiden  Nomor  186  Tahun  2024  tentang
Ke me n te rian        Pemb erdayaan        Pe remp u an        dan
Perlindungan    Anak     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

3®     Peraturan             Menteri             Keuangan             Nomor:
191/PMK.05/2011    tentang   Mekanisme    Pengelolaan
Hibah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2011
Nomor 763);

4. Peraturan .,..
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4.     Peraturan             Menteri            Keuangan             Nomor:
230/PMK.05/2011   tentang  Sistem  Akuntansi   Hibah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor
861);

5o     Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

6.     Peraturan   Menteri   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perlindungan   Anak   Nomor   1   Tahun   2025   tentang
Onganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSRAN:
Menetapkan    :    KEPUTUSAN                  SEKRETARIS                  KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG    TIM    PENGELOLA    PROGRAM    KERIA    SAMA
ANTARA   KEMENTERIAN    PEMBERDAYAAN    PEREMPUAN
DAN     pERldlNDUNGAN    ANAK     DAN     uIvfrED    JVAF7Olvis
CHHjDREN,S FUHDa

KESATU Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Program Kerja
Sama Antara Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan
Perlindungan   Anak    (Kemen    PPPA)    dan    U7t€.fecz   IV6at®ous
Cfu.!c8re7t's  Fz£7Lc8  (UNICEF)   dengan   susunan   keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini®

KEDUA             :  Tim  Pengelola  Program  Kerja  Sama  antara  Kementerian
Pemberdayaan  Perempuan  dari  Perlindungan  Anak  yang
selanjutnya   disebut    Kemen    PPPA    dan    Uraz.fecz   IVcztr.o7rs
ChildrerLrs FuFid disebut UT¢ICEF9 teTdrfu darl..
ao     Tim pengarah; dan
b.     Tim pelaksana.

KETIGA            :   Mengangkat   yang   namanya   tercantum   pada   Larnpiran
Keputusan  ini  sebagal Tim  Pengelola Program Kerja Sama
antara Kemen PPPA dan UNICEF.

KEEMPAT        :   Dalam  melaksanakari   tugasnya,   Tim   Pengelola  Program
kerja sama antara Kemen  PPPA dan  UNICEF bertanggung
jawab   kepada   Menteri   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perlindungan Anak®

KELIMA  :  ®.®
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KELIMA

KEENAM

:   Apabila  di  kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan
dalam     Keputusan     ini,     akan     dilakukan     perbaikan
sebagaimana mestinya.

:   Keputusan   ini   mulal   berlaku   sejak   tanggal   ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025®

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal  2   Mei   2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EK0 RAHAYU
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN   SEKRETARIS   KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN         PEREM PUAN         DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR  6o     TAHUN2025
TENTANG    TIM     PENGELOLA     PROGRAM
KERJA     SAMA     ANTARA     KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN         PEREM PUAN         DAN
PERLINDUNGAN ANAK (KEMEN  PPPA)  DAN
UINITED       INATIO IN S       CHILDREIN ' S       FU ND

(UNICEF)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No® Jabatan KedudukandalamTim ffu8as

A® Pefl8arilh :
1. Sekretaris Kementerian Ketua 1.   MenandaLtangani

dokumen Mt4Zfg-yeczrs
worfepzcL7t (Mwp)

2.  Memfoerikan arahan
kepada Tim Pelaksana
dalam merencanakan
dan melaksanakan
Program Ken. asana
Kemen PPPA dan
UNICEF

2® Deputi Bidang An88Ota Merencanakan dan
Perlindungan Khusus melaksanakan Program
Anak Kerjasama Kemen PPPA

dan UNICEF
3. Deputi Bidang An88Ota Merencanakan dan

Pemenuhan Hak Anak melaksanakan Program
Ken.asama Kemen PPPA
dan UNICEF

8. Tim Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, dafl Pelaporan :
1. Kepala Biro Ketua Tim Koordinator dalam

Perencanaan dan Koordinasi perencanaan, monitoring,
Keuangan, Sekretariat Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan
Kementerian Monitoring dan pelaksanaan kegiatan

Evaluasi, serta program kerja sama
Pelaporan Kemen PPPA dan UNICEF
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No, Jabatan KedudukandalamTim Tu8as

2. Analis Pengelolaan Penanggung 1.  Bertanggung jawab
Keuangan APBN Ahli jawab atas perencanaan
Muda pada Biro Operasional program atau
Perencanaan dan Ke8iatan kegiatan keuangan ,
Keuangari , Sekretariat (PJOK) dan pelaksanaan
Kementerian kegjatan program

kerja sama Kemen
PPPA dan UNICEF

2®  Berwenang
menandatangani
Surat Perintah
Membayar (SPM)

3.  Berwenang
menyetujui transfer
dana di Bank

3. Pranata Keuangan Pelaporan 1. Bertanggung jawab
APBN Terampil pada selaku atas pengelolaan dana
Biro Perencanaan dan Pemegang Uang program kerja sama
Keuangan, Sekretariat Muka Kegiatan dengan UNICEF
Kementerian (PUMK) 2® Menyiapkan dokumen

Surat Perintah
Membayar (SPM)

3. Menyiapkan surat
transfer bank

4. Menyusun laporan
keuangan kegiatan
Kemen PPPA dan
UNICEF

5® Menyusun dokumen
pengajuan revisi DIPA
untuk mencatatkan
dan mengesahkan
penerimaan hibah
progran kerjasama
Kemen PPPA dan
UNICEF

C. Tim Pelaksana :
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N®. Jabatan KedudukandalamTim Tu8as

1® Asisten Deputi Penanggung Koordinator dalarn
Perumusan dan jawab pada pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Kebijakan Asisten Deputi progran kerj asana
Perlindungan Khusus Perumusan dan Kemen PPPA dan UNICEF
Anak, Deputi Bidang Koordinasi pada Asisten Deputi
Perljndungan Khusus Kebfjakan Perumusan dan
Anak Perlindungan Koordinasi Kebijakan

Khusus Anak Perlindungan Khusus
Anak

2. Asisten Deputi Penanggung Koordinator dalam
Perlindungan Khusus jawab pada pelaksanaan kegiatan
Anak dari Kekerasan, Asisten Deputi program keH'asama
Deputi Bidang Perlindungan Kemen PPPA dan UNICEF
Perlindungan Khusus Khusus Anak pada Asisten Deputi
Anak dari Kekerasan Perlindungan Khusus

Anak dari Kekerasan
3. Asisten Deputi Penanggung Koordinator dalam

Perlindungan Anak jawab pada pelaksanaan keglatan
Kondisi Khusus, Asisten Deputi program kerj asama
Deputi Bidang Perlindungan Kemen PPPA dan UNICEF
Perlindungan Khusus Anak Kondisi pada Asisten Deputi
Anak Khusus Perlindungan Anak

Kondisi Khusus
4. Asisten Deputi Penanggung Koordinator dalarn

Penyediaan Layanan jawab pada pelaksanaan kegiatan
Anak yang Asisten Deputi program kerj asana
Memerlukan Penyediaan Kemen PPPA dan UNICEF
Perlindungan Khusus, Layanan Anak pada Asisten Deputi
Deputi Bidang yang Penyediaan Layanan
Perlindungan Khusus Memerlukan Anak yang Memerlukan
Anak PerlindunganKhusus Perlindungan Khusus

5. Asisten Deputi Penaflggung Koordinator dalam
Perumusan dan jawab pada pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Kebij akan Asisten Deputi program kerj asama
Pemenuhan Hak Anak, Perumusan dan Kemen PPPA dan UNICEF
Deputi Bidang Koordinasi pada Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Anak Kebijakan Perumusan dan

Pemenuhan Koordinasi Kebijakan
Hah Anak Pemenuhan Hak Anak
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No® Jabatan KedudukandalamTim Tngas

6® Asisten Deputi Penaflggung Koordinator dalam
Koordinasi jawafo pada pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan Kebij akari Asisten Deputi progran kerj asama
Pemenuhan Hak Anak Koordinasi Kemen PPPA dan UNICEF
Wilayah I, Deputi Pelaksanaan pada Asisten Deputi
Bidang Permenuhan Kebijakan Koordjnasj Pe]aksanaan
Hak Anak Pemenuhan Kebijakari Pemenuhan

Hah AnakWilayahI Hak Anak Wilayah I

7. Asisten Deputi Penanggung Koordinator dalani
Koordinasi jawab pada pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaari Kebijakan Asisten Deputi program kerjasana
Pemenuhan Hak Anak Koordinasi Kemen PPPA dan UNICEF
Wilayafi 11, Deputi Pelaksanaan pada Asisten Deputi
Bidang Pemenuhan Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan
Hak Anak Pemenuhan Kebijakan Pemenuhan.

Hak AnakWilayah11 Hak Anak Wilayah 11

8® Kepala Biro Data dan Penanggung Koordinator dalam
Informasi, Sekretariat jawab pada pelaksanaan kegiatan
Kementerian Biro Data dan program kerj asana

Informasl Kemen PPPA dan UNICEF
pada Biro Data dan
Informasi

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EK0 RAHAYU /
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